DASAR-DASAR PEMIKIRAN
HUKUM EKONOMI
INDONESIA

Salah satu persoalan hukum yang dihadapi oleh Indonesia, adalah
membangun Hukum Ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan
kebutuhan rakyat Indonesia. Selama ini terlihat pembangunan Hukum Ekonomi
Indonesia lebih condong mengacu pada persetujuan WTO dan mengikuti keinginan
pihak asing dalam pembentukan undang-undang. Tidak mengherankan jika
beberapa undang-undang dalam bidang Hukum Ekonomi diajukan uji materil oleh
banyak pihak kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), dan
ditafsirkan kembali oleh MKRI agar sesuai dengan UUD 1945 dan beberapa pasal dari
undang-undang yang tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945.
Misalnya putusan MKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-
22/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
002/PUU-1/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-
022/PUU-1/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03/PUU-
VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 058-059-060-
063/PUU-11/2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
036/PUU-X/2012. Berkaitan dengan hal tersebut, buku ini bermaksud memberikan
penjelasan tentang dasar-dasar pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia yang
berlandaskan nilai-nilai filosofi Pancasila, norma-norma UUD 1945 dan realitas
sosial rakyat Indonesia, sehingga kepentingan nasional lebih terlindungi ditengah
gempuran globalisasi dan tekanan pihak asing kepada Indonesia. Buku ini juga
menjelaskan asal usul istilah dan arti Hukum Ekonomi di dunia dan di Indonesa,
sistem ekonomi dunia dan sistem ekonomi yang dianut Indonesia menurut UUD
1945, dan asas-asas Hukum Ekonomi Indonesia.

Buku ini sangat penting dibaca oleh mahasiswa strata sarjana (S1) agar
lebih memahami secara utuh kekhasan Hukum Ekonomi Indonesia, sedangkan bagi
mahasiswa pascasarjana (52), buku ini cukup layak untuk dikaji terutama berkaitan
dengan persoalan pengaruh pihak asing (WTO, organisasi internasional, negara
maju) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian,
filsafat ekonomi Pancasila dan asas-asas Hukum Ekonomi Indonesia.

ISBN 978-979-538-420-5

Penerbit cv. SRandar Maju _7 7

JI. Sumber Resik No. 71 (4-19), Sumbersari Indah, Bandung 40222 9lI7897951384205
Telp. (022) 6018218, Fax. (022) 6121762 Dasar-Dasar Pemikiran
E-mail : mandarmaju@bdg.centrin.net.id Hukum Ekonomi
Website : www.mandarmaju.com Indonesia

"WNH'W “HS ‘uemeJy eipue) “ya

VISINOGNI INONOX3I WNXNH NVIIMIWId ¥VSVa-dvsva

rawan, SH., M.Hum.

DASAR-DASAR PEMIKIRAN
HUKUM EKONOMI
INDONESIA

Penerbit cv.



Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia
Oleh
DR. Candra Irawan, SH., M.Hum

13 - EH - 282

Copyright 2013, Penerbit CV. Mandar Maju
JI. Sumber Resik No. 71 (4 — 19)
Sumbersari Indah, Bandung 40222

Telp (022) 6018218, Fax (022) 6121762
Email : mandarmaju@bdg.centrin.net.id
Website : www.mandarmaju.com

Anggota IKAPI No. 043/IBA/92

Tata Layout Isi : Redaksi Mandar Maju
Editor : Redaksi Mandar Maju
Design Cover: Agung Maulana

Cetakan Ke — 1 : September 2013

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

ISBN : 978-979-538-420-5
Isi buku di luar tanggung jawab Percetakan dan Penerbit



SINOPSIS

Literatur hukum sebelumnya tidak mengenal istilah
Hukum Ekonomi termasuk juga di Indonesia. Ilmu hukum
mengenal istilah hukum ekonomi justru berasal dari kalangan
ahli ekonomi. Istilah ini berkembang setelah Ronald Coase
(1960) menerbitkan artikel yang berjudul “the problem of social
cost” yang kemudian dikenal dengan istilah 7he Coase
Theorem. Coase berpendapat bahwa, dari perspektif ekonomi,
tujuan dari sistem hukum harus mengarah pada pencapaian
efisiensi ekonomi. Selanjutnya diikuti oleh Guido Calabresi
(1961) dengan menerbitkan artikel berjudul "some thoughts on
risk distribution and law the torts”. Guido Calabresi diakui
sebagai bapak pendiri Hukum dan Ekonomi. Analisis ekonomi
mulai menembus perdebatan di bidang hukum yang dikenal
sebagai analisis ekonomi terhadap hukum, seperti hukum
persaingan usaha dan regulasi ekonomi pada sektor industri.
Calabresi meletakkan dasar-dasar analisis ekonomi terhadap
hukum ganti rugi. Pemikiran tersebut dapat dilihat sebagai titik
awal untuk pengkajian hukum dan ekonomi. Istilah hukum
ekonomi semakin diminati dan menjadi kajian yang lebih
sistematis tidak terlepas dari pemikiran Richard A. Posner
(1970) yang memperkenalkan konsep "the economic analysis of
law”. Pemikiran tersebut juga berkembang di Indonesia dan
saat ini sudah menjadi cabang hukum tersendiri, yaitu hukum
ekonomi.

Salah satu persoalan hukum vyang dihadapi oleh
Indonesia, adalah membangun Hukum Ekonomi Indonesia
berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan rakyat
Indonesia. Selama ini terlihat pembangunan Hukum Ekonomi
Indonesia lebih condong mengacu pada persetujuan WTO dan
mengikuti keinginan pihak asing dalam pembentukan undang-



undang. Tidak mengherankan jika beberapa undang-undang
dalam bidang Hukum Ekonomi diajukan uji materil oleh banyak
pihak kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI),
dan ditafsirkan kembali oleh MKRI agar sesuai dengan UUD
1945 dan beberapa pasal dari undang-undang yang tersebut
dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya
putusan MKRI: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-1/2003, Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-
022/PUU-1/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 03/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 058-059-060-063/PUU-
I1/2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 036/PUU-X/2012. Berkaitan dengan hal tersebut, buku
ini bermaksud memberikan penjelasan tentang dasar-dasar
pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia yang berlandaskan nilai-
nilai filosofi Pancasila, norma-norma UUD 1945 dan realitas
sosial rakyat Indonesia, sehingga kepentingan nasional lebih
terlindungi di tengah gempuran globalisasi dan tekanan pihak
asing kepada Indonesia. Buku ini juga menjelaskan asal-usul
istilah dan arti Hukum Ekonomi di dunia dan di Indonesia,
sistem ekonomi dunia dan sistem ekonomi yang dianut
Indonesia menurut UUD 1945, dan asas-asas Hukum Ekonomi
Indonesia.
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BAB V
LANDASAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

A. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum
Ekonomi Indonesia

Latar belakang dan konsekuensi dari kedudukan Pancasila
sebagai dasar negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya dari tiga
aspek, yakni politik, filosofis, dan yuridis (hukum dan peraturan
perundang-undangan). Secara politik Pancasila dapat dipandang
sebagai modus vivendi atau kesepakatan luhur yang mempersatukan
semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia yang sangat luas dan majemuk dalam prinsip
persatuan. Secara filosofis Pancasila merupakan dasar keyakinan
tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi
penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang
telah tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan
leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia. Secara yuridis
Pancasila menjadi cita hukum (rechtsidee) yang harus dijadikan dasar
dan tujuan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh
sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada
Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas
sampai yang paling rendah hierarkinya.!

Peraturan perundang-undangan juga harus ditujukan untuk
mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam
Pembukaan UUD 1945 vyaitu membangun segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa,
memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban

1 Candra Irawan, Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Hukum Ekonomi
Indonesia, Jurnal IImiah Ilmu Hukum Bengkoelen Justice Volume 1 Nomor 2 November
2011, Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,
Him. 15 - 16.
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dunia. Tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi dari politik
pembangunan dan politik hukum sehingga politik hukum haruslah
dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat pencapaian
tujuan negara dari waktu ke waktu sesuai dengan tahap-tahap
perkembangan masyarakat.? Maka Pancasila yang dimaksudkan
sebagai dasar pencapaian tujuan negara tersebut selanjutnya
melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum, dalam pengertian bahwa:

a. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun
dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara
teritori maupun secara ideologi;

b. Hukum vyang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada
demokrasi dan nomokrasi sekaligus;

c. Hukum vyang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk
membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan

d. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada
toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak
mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu
berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama.?

Secara singkat nilai-nilai filsafat Pancasila yang dapat dijadikan
landasan pembangunan hukum ekonomi Indonesia.*

Pertama, hukum yang ingin dibangun harus memiliki dimensi
ketuhanan tidak semata-mata untuk kepentingan duniawi. Artinya
hukum Indonesia harus memiliki sifat religius sekaligus menyentuh
aspek-aspek manusiawi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa. Dimensi spiritualitas harus ada dalam hukum ekonomi Indonesia,
yang tidak terlalu mengagungkan pencapaian dalam bentuk materi
semata, tetapi juga dimensi rohani. Maka, hukum ekonomi yang ingin
dibangun harus berdasar pada prinsip-prinsip kemanusiaan,

2 Moh. Mahfud M.D, Penuangan Pancasila di dalam Peraturan Perundang-Undangan,
Melalui <http://www.psp.ugm.ac.id/component/ content/53.html?task=view>
(12/12/09).

3 Ibid.
* Op.,Git, Him. 22 — 25.
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kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya bagi masyarakat
Indonesia yang bersandar pada keadilan dan keberadaban sebagai
manusia.

Kedua, hukum yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip
nasionalisme sebagai bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang
sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. prinsip nasionalisme
(perlindungan kepentingan nasional). Nasionalisme secara politis
dimaknai sebagai manifestasi kesadaran nasional dari warga negara
yang berisi cita-cita untuk merebut kemerdekaan (melepaskan diri
dari penjajahan) dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan
untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara. Kebanggaan dan
kecintaan kepada bangsa dan negara merupakan salah satu wujud
nasionalisme, namun nasionalisme yang tidak berlebihan
(chauvinisme) diikuti sikap saling menghormati, saling menghargai
dan membangun kerja sama dengan negara lain. Hal demikian pernah
dikatakan oleh Soekarno, bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah
nasionalisme sempit yang tumbuh dari kesombongan belaka,
melainkan nasionalisme yang lebar, bukan jingo nationalism atau
chauvinism, dan bukanlah suatu copy atau tiruan dari nasionalisme
barat. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang menerima
rasa hidupnya itu sebagai suatu wahyu dan menjalankan rasa
hidupnya itu sebagai suatu bakti, nasionalisme yang di dalam
kelebaran dan keluasannya memberi tempat pada lain bangsa.®
Prinsip nasionalisme Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang
diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: (1) menempatkan
persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan
negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, (2)
berani menolak intervensi asing yang bertentangan dengan
kepentingan nasional, (3) menunjukkan sikap rela berkorban demi
kepentingan bangsa dan negara, (4) bangga sebagai bangsa
Indonesia dan sejajar dengan bangsa lain di dunia, (5) mengakui
persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama
manusia dan sesama bangsa, (6) menumbuhkan sikap saling

> Soekarno, di Bawah Bendera Revolusi Jilid I, Panitia di Bawah Bendera Revolusi,
Jakarta, 1964, him. 112.
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mencintai sesama manusia, (7) mengakui bahwa bangsa Indonesia
adalah bagian dari bangsa di dunia dan menjunjung tinggi sikap
saling menghormati dan saling bekerja sama demi kepentingan
bersama.

Hukum ekonomi yang ingin dibangun adalah hukum ekonomi
yang mengabdi pada kepentingan nasional, untuk kesejahteraan
nasional, bukan ditujukan pada kepentingan investor asing (PMA)
yang setiap saat dapat saja hengkang dari Indonesia, jika telah
mendapatkan keuntungan. PMA dibutuhkan oleh Indonesia, namun
tidak berarti harus menggadaikan tanah air Indonesia kepada PMA,
apalagi membuat undang-undang vyang pro asing dan
mengesampingkan kepentingan nasional.

Ketiga, hukum ekonomi yang ingin dibangun harus berdasar
pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan
sosial menurut Soekarno mengandung dua asas, Yyaitu sosio
nasionalisme dan sosio demokrasi. Sosio nasionalisme yang dimaksud
adalah sosio nasionalisme berperi kemanusiaan, suatu sosio
nasionalisme politik dan ekonomi yang bertujuan mencari keberesan
politik dan ekonomi, negara dan kesejahteraan. Sosio demokrasi yang
ingin dibangun bukan demokrasi asing tetapi demokrasi sejati
Indonesia. Implementasi dari dua asas tersebut akan mampu
mewujudkan keadilan sosial, yaitu suatu masyarakat yang adil dan
makmur, berbahagia untuk semua orang, tidak ada penghinaan, tidak
ada penindasan, tidak ada penghisapan (exploitation de 'homme par
'homme) cukup sandang dan pangan (gemah ripah loh jinawi tata
tentrem kerta rahardja).® Melengkapi pemikiran Soekarno, Moh. Hatta
berpandangan bahwa demokrasi asli Indonesia harus berdasarkan
pada kebangsaan dan kerakyatan yang berisi prinsip kekeluargaan
dan tolong-menolong (kolektivisme) untuk mewujudkan keadilan
sosial (kesejahteraan sosial). Moh. Hatta menggagas koperasi sebagai
wujud dari kolektivisme modern berasaskan kepemilikan bersama dan
usaha bersama. Hak individu tetap diakui sepanjang selaras dengan

® Soekarno, Pancasila Sebagai Dasar Negara, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985, him. 97.
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kepentingan bersama.” Kolektivisme juga menjadi antitesa dari
individualisme yang menjadi spirit kapitalisme.2 Pemikiran Soekarno
dan Moh. Hatta berintikan keadilan sosial yang anti kapitalisme dan
menolak demokrasi liberal dan perjuangan merebut kemerdekaan
merupakan bagian dari perjuangan membangun masyarakat
berkeadilan.’ Tujuan dari keadilan sosial adalah tersusunnya suatu
masyarakat yang berkeadilan, tertib dan teratur dimana setiap orang
mendapatkan kesempatan membangun kehidupan vyang layak
sehingga tercipta kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti
bahwa diakui dan dihormatinya hak asasi manusia setiap warga
negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang
terjangkau oleh daya beli masyarakat.!® Maka, jika ada hukum
ekonomi yang tidak merefleksikan prinsip keadilan sosial, hukum
tersebut harus ditolak, sebab bertentangan dengan filosofi Pancasila.
Jika diteliti lebih seksama, masih banyak yang akan ditemui berbagai
peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi (hukum
ekonomi) yang belum menjadikan nilai-nilai filosofi Pancasila sebagai
jiwa (ruh) dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.
Pembangunan hukum ekonomi Indonesia masih terlalu berkiblat pada
nilai-nilai  filosofi asing seperti individualisme, liberalisme, yang
mengakibatkan hukum tersebut menjadi asing dinegaranya sendiri.

B. UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Hukum
Ekonomi Indonesia

UUD 1945, konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan
hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan hukum
yang ingin dicapai adalah mewujudkan tujuan hukum tertinggi pula,

7 Bur Rasuanto, Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua
Teori Filsafat Politik Modern, PT. Pustaka Gramedia Utama, Jakarta, 2005, him. 209 —
210.

8 As'ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, LP3ES, Jakarta,
2009, him. 211.

° Ibid, him. 202.
10 Kirdi Dipoyudo, Op.,cit, him. 54.
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yaitu keadilan (justice), ketertiban (order) dan perwujudan nilai-nilai
ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan (freedom), kemakmuran
dan kesejahteraan (prosperity and welfare) sesuai tujuan negara yang
tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.1! UUD 1945
memuat beberapa norma terkait dengan perekonomian, sehingga
dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi. Pengaturan norma-norma
ekonomi dapat dibuat secara eksplisit ataupun implisit. Norma hukum
tersebut bersifat mutlak tidak boleh dilanggar oleh penentu kebijakan
ekonomi yang bersifat operasional.!? Pasal-pasal tersebut adalah
sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (3):
Negara Indonesia adalah negara hukum.
Pasal 23:

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2)Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah.

(3)Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh
Presiden, Pemerintah.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang-undang.

11 3imly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Kompas, Jakarta, 2010, Him. 9.
12 Ibid, Him. 69.
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Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-
undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,
kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan
undang-undang.

Pasal 27

(2)Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28C

(1)Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.

(2)Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya.
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Pasal 28D

(1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.

(2)Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28H

(1)Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2)Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.

(3)Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.

(4)Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
Siapa pun.

Pasal 281

(1)Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2)Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
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(3)Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5)Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan
prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan.

Pasal 28]

(1)Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang waijib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.

(2)Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3)Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
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berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur
dalam undang-undang.

Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2)Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3)Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur
dalam undang-undang.

C. Realitas Sosial Bangsa Indonesia Sebagai Landasan
Sosiologis Hukum Ekonomi Indonesia

a. Realitas sosial ekonomi masyarakat

Menurut United Nations Development Program (UNDP), IPM
Indonesia tahun 2011 berada pada posisi 124 (termasuk Medium
Human Development) dari 187 negara yang disurvei, yaitu hanya
dengan skor 0,617. Berdasarkan IPM Indonesia tergolong Negara
kelas tiga, di mana kelas satu termasuk kelompok "Very High
Human Development” (peringkat 1 — 47); Kelas dua "High Human
Development” (peringkat 48 — 94); Kelas tiga "Medium Human
Development” (peringkat 95 — 141); dan Kelas empat "Low Human
Development” (peringkat 142 - 187). Bandingkan dengan
pencapaian Singapura dengan skor 0,866; Brunei (0,838);
Malaysia (0,761); Thailand (0,682) dan Filipina (0,644). Apalagi
jika dibandingkan dengan Jepang (0,901) dan Korea Selatan
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(0,897).13 Pengukuran IPM mengacu pada tiga dimensi
pembangunan manusia, yaitu (1) angka harapan hidup (kehidupan
yang panjang dan sehat), (2) kesempatan menikmati pendidikan,
dan (3) hidup dengan standar yang layak (antara lain diukur dari
daya beli dan pendapatan).

Dilihat dari Pendapatan per kapita, Indonesia cenderung
semakin meningkat dari tahun ke tahun yang menandakan naiknya
tingkat perekonomian penduduk Indonesia. Pada 2008 mengalami
peningkatan dibanding 2007. Badan Pusat Statistik mencatat
sebesar Rp 21,7 juta atau setara dengan US$ 2.271,2 per orang
per tahun dan berada pada /eve/ middle income countries. Pada
2009, menjadi Rp 23,9 juta, atau naik 11,6 % dibanding tahun
2008, dan 2010 kembali meningkat menjadi Rp 27,1 juta (13,3 %)
dan 2011, telah mencapai Rp 30,8 juta atau sekitar US$3.542,9
(13,8%). Jika dihitung per bulan, rata-rata pendapatan per kapita
penduduk Indonesia sekitar Rp 2,56 juta.!* Pergerakan
pendapatan Per Kapita tersebut secara periodisasi adalah: (1)
sebelum tahun 1990, Indonesia masuk ke negara berpendapatan
rendah (/low income countries), yaitu negara-negara Yyang
pendapatan perkapita penduduknya <US$ 785, (2) tahun 1990-
2011, Indonesia masuk ke dalam negara berpendapatan
menengah (middle income countries), dengan pendapatan
perkapita penduduknya antara US$ 785-3.125, (3) tahun 2011
mencapai lebih dari US$2500, dan (4) Diharapkan pada tahun
2013-2014, Indonesia dapat masuk dalam negara berpendapatan
menengah tinggi (upper middle income countries), dengan
pendapatan perkapita penduduknya antara US$ 3.125-9.655.1°
Sementara itu jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret
2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 %), berkurang 0,89 juta

13 Atep Afia Hidayat, http://birokrasi.kompasiana.com /2012/08/25/Kegagalan
Pemerintah Indonesia, Diakses 1 November 2012.

14 Redaksi, Pendapatan Per Kapita Naik 13,8%, Kabar Baik?, Melalui
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/286054, (1 November 2012).

15 Septiana Dwiputrianti, Pendapatan Per Kapita VS Kemiskinan Di Indonesia, Melalui
http://www.stialanbandung.ac.id, (1 November 2012).
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orang (0,53 %) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret
2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 %).16

b. Tingkat penguasaan teknologi Indonesia

Kemampuan dan penguasaan serta pengimplementasian
IPTEK Indonesia belum optimal khususnya kalau dikaitkan
dengan tantangan perkembangan global menuju ekonomi berbasis
pengetahuan (knowledge based economy). Hal ini bisa terlihat dari
Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) dalam laporan UNDP yang
menempatkan Indonesia pada urutan ke 60 dari 72 negara, dan
juga WEF (World Economic Forum) yang menyebutkan indeks
daya saing pertumbuhan (growth competitiveness index) hanya
menduduki peringkat ke-72 dari 102 negara. Parameter utama dari
pemeringkatan tersebut adalah penguasaan dan pemanfaatan
teknologi dalam kegiatan pembangunan dan ekonomi.’

Kontribusi IPTEK dalam pembangunan ekonomi setelah satu
abad kebangkitan nasional berlalu agaknya masih jauh dari yang
diharapkan. Keadaan ini jauh berbeda dengan beberapa negara di
Asia, terutama negara yang kurang memiliki sumber daya alam
besar seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura.
Negara-negara ini walaupun relatif rendah dalam pemilikan
sumber daya alam dan penduduk, namun mampu mencapai
pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. Peran IPTEK
tentu tidak dapat disangsikan telah menjadi salah satu faktor
dominan yang menjadikan negara-negara ini berhasil dalam
mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.!8
Menurut Kepala BPPT (Marzan Aziz Iskandar), sampai saat ini
sumber teknologi Indonesia 92% adalah impor, yang menunjukkan

16 BPS, Berita Resmi Statistik, Melalui http://www.bps.go.id/?news=940, (1 November
2012).

17" Sambutan Menteri Negara Riset dan Teknologi Pada
Workshop Sistem Nasional Audit Teknologi, Serpong, 25 September 2012, Melalui
http://www.ristek.go.id/index.php/module/ News+News/id/12023/print, (1 November
2012).

18 Zuhal dalam Kusmayanto Kadiman, Membangun Daya Saing, Kemandirian Sains, dan
Teknologi Bangsa, Melalui <http://www.setneg.go.id/doc> (22/12/09).

122



Bab V. Landasan Hukum Ekonomi Indonesia

bahwa kemandirian teknologi masih jauh dari yang diharapkan.
Sumber teknologi itu berasal dari Jepang (37%), negara-negara
Eropa (27%), Amerika Serikat (9%), Taiwan (9%), Cina (4%),
Korea Selatan (4%), India (2%) dan Thailand (1%). Hal ini
diakibatkan kelemahan dari pemasok teknologi dari lembaga riset
atau industri dalam negeri, yaitu teknologi yang dikembangkan
tidak aplikatif, ketersediaannya lambat, birokrasi yang rumit,
teknologi dalam negeri tidak sesuai dengan permintaan pasar dan
kurang dipercaya kualitasnya.®®

c. Kekuatan Daya Saing Global

Tahun ini Indonesia mengalami penurunan indeks daya saing
global, dari posisi ke-46 (2011) menjadi ke-50 (2012). Peringkat
terbaik Indonesia adalah pada tahun 2010 (ke-44), yang meloncat
dari posisi ke-54 dari tahun sebelumnya. Diantara negara-negara
ASEAN, Singapura, negara yang tertinggi peringkat daya saingnya
(2), selanjutnya Malaysia (25), Brunei Darussalam (28), Thailand
(38). Indonesia berada di wurutan ke lima puluh (50).
Perkembangannya dapat dilihat dari tabel berikut:2°

Tabel 2:
Indeks Daya Saing Indonesia 2008-2012

INDIKATOR 200812009(2010/2011|2012
Indeks Daya Saing 55 154|144 | 46 | 50
Persyaratan dasar 76 | 70 | 60 | 53 | 58
Penopang efisiensi 49 | 50 | 51 | 56 | 58
Faktor inovasi dan kecanggihan 45 |1 40 | 37 | 41 | 40

19 Nawa Tunggal, 7eknologi Impor Mencapai 92%, Harian Umum Kompas, Tanggal 30
Desember 2009.

20 Bappenas, Penurunan Peringkat Daya Saing Indonesia Tahun 2012, Melalui
http://www.bappenas.go.id/blog/?p=826, (1 November 2012).
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d. Sumber Daya Alam (Migas, Minerba dan Perkebunan) lebih
banyak dikuasai pihak asing

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(BP Migas) mengungkapkan sekitar 74% Wilayah Kerja (WK)
migas saat ini dioperatori oleh perusahaan asing, yang sudah
berlangsung sejak tahun 1970 sampai sekarang. Penyebab salah
satunya adalah keterbatasan modal, teknologi dan SDM. Investor
asing berani menanggung risiko kerugian jika eksplorasi pada
wilayah kerja migas tersebut gagal, misalnya di Selat Makassar
satu titik bor untuk eksplorasi menghabiskan dana antara USD
100-120 juta.?! Penyebab lainnya adalah kebijakan pemerintah
yang telah meliberalisasi investasi dengan alasan merupakan
konsekuensi sebagai negara anggota WTO, sehingga investor
asing banyak menguasai sektor strategis, seperti pertambangan,
telekomunikasi dan keuangan.

Data British Petroleum Statistical Review mengungkapkan
penguasaan cadangan migas oleh perusahaan asing masih
dominan. Dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor
kontrak kerja sama nonPertamina, 120 blok dioperasikan
perusahaan asing, hanya 28 blok yang dioperasikan perusahaan
nasional, serta sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan patungan
asing dan lokal. Padahal target pemerintah, pada 2025 porsi
operator oleh perusahaan nasional mencapai 50%. Saat ini porsi
nasional hanya 25%, sementara 75% dikuasai asing.?? Ketua
Ikatan Sarjana NU (ISNU), Ali Masykur Musa, mengatakan,
sebesar 88,8 % atau lebih dari 2/3 Wilayah Kerja Pertambangan
Migas dikuasai asing. Kontrol negara, yang ditunjukkan dengan
penguasaan BUMN, hanya sekitar 10 %. Artinya, kontrol terhadap
cadangan dan produksi migas nasional tidak berada di tangan
negara. Itu berdampak pada nisbinya makna penguasaan negara

21 Redaksi, Ladang Migas RI 74% Dikelola Asing, Melalui www. neraca.co.id, Kamis, 2
Agustus 2012, (310ktober 2012).

22 Arif  Pitojo, Review Energi: Memimpikan Kedaulatan Tambang, Melalui,
http://www.bisnis.com/articles/, (1 November 2012).
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terhadap sektor industri penting dan strategis. Di sektor
pertambangan umum, lanjutnya, kecuali batubara, konsesi
tambang mineral juga sebagian besar dikuasai korporasi asing.
ISNU mendesak perombakan kebijakan energi di sektor hulu dan
hilir antara lain dengan merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun
2001 Tentang Minyak dan Gas, dan Undang-undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara agar lebih memihak
kepentingan nasional, melakukan renegosiasi kontrak-kontrak
tambang yang merugikan serta memberikan prioritas kepada
BUMN untuk mengelola dan menyelenggarakan industri
pertambangan nasional.??

Hal yang mengejutkan ternyata pada sektor perkebunan
penguasaan asing juga terjadi. LSM Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) menyatakan, sekitar separuh dari lahan
perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimiliki oleh pihak asing,
oleh Malaysia, Singapura, AS, dan Belgia.?* Penguasaan asing
terhadap lahan perkebunan sawit nasional hingga tahun ini
tercatat mencapai 50% dari 9,2 juta hektare lahan yang tersedia.?’
Malaysia yang dikenal dunia sebagai negara penghasil CPO nomor
dua dunia setelah Indonesia, menguasai 3 juta hektare lahan sawit
di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar asal Malaysia yang
menguasai kebun sawit di Indonesia antara lain Guthrie, Golden
Hope, Sime Darby, KL Kepong, IOI, TH Plantations, dan Kulim.
Bahkan, pemain bisnis di sektor keuangan seperti Grup Khazanah,
juga ikut merambah bisnis sawit di Indonesia.?®

23 Redaksi, Penguasaan Energi Didominasi Asing, http://www.suaramerdeka.com/
vl/index.php/read/news/2012/10/19/133185/ , (1 November 2012).

24 Redaksi, Walah Ternyata 50% Lahan Sawit Indonesia Dikuasai Asing, Melalui,
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/, (2 November 2012).

%5 Redaksi, Asing Kuasai 50% Perkebunan Sawit Nasional,
/http://www.bumn.go.id/ptpn8/publikasi/, (2 November 2012).
26 Redaksi, Investasi Asing di  Kebun  Sawit  Kebablasan,  Melalui

http://www.neraca.co.id, (2 November 2012).
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Paparan tersebut semakin memperjelas bahwa norma Pasal 33 UUD
1945 tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan
nyata berbangsa dan bernegara. Jelas sekali bahwa realitas sosiologis
bangsa Indonesia belum dijadikan landasan sosiologis pembangunan
Hukum Ekonomi Indonesia. Ada cacat sosiologis dalam pembentukan
Hukum Ekonomi Indonesia selama ini, sehingga lebih berpihak pada
kepentingan ekonomi asing daripada kepentingan nasional.
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